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NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PENGUSAHA YANG
MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o
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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
Penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan
pembangunan dan pemerintahan daerah;

bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari
penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan antara
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, setiap
pengusaha yang mempunyai cabang usaha dan/atau
pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur wajib memiliki
NPWP Cabang dan melakukan pembayaran pajak
penghasilan di wilayah hukum dimana tempat cabang
usaha beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur  tentang  Kewajiban  pembayaran  Pajak
Penghasilan Bagi Pengusaha Yang Melakukan Usaha
dan/atau Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakanmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);



Menetapkan

10.

11.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2017
tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak  dan ‘Pencabutan Pengukuhan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1466); ‘

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Nomor Per-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor Per-
38/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor Per-
02/PJ /2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib
Pajak;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PENGUSAHA

YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dima_ksud dengan:

1.

2.

10.

11.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Timur.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se-Kalimantan Timur.

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Wajib Pajak adalah orang pribadi -atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan. '

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang
tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah
pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah,
honorarium, tunjungan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

. Pemberi kerja adalah orang pribadi, pengusaha, badan hukum, atau

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi -
Kantor Pelayanan Pajak.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian
keterampilan, dan kejuruan tertentu.

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat
LPBJP adalah unit organsasi Pemerintah Daerah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan melekat

“pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
~Kalimantan Timur.
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BABII
KEWAJIBAN PENGUSAHA

Bagian Kesatu
Kewajiban Pendaftaran NPWP Cabang

Pasal 2

Pengusaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di
Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kalimantan Timur, wajib memiliki NPWP
Cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya sesuai
dengan tempat kegiatan usaha atau cabang perusahaan.

Tata cara dan persyaratan pendaftaran NPWP Cabang dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memiliki NPWP Cabang sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan
kelengkapan persyaratan pemenang lelang pengadaan barang dan/atau jasa
dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki NPWP
Cabang.

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) sebagai
dasar kepada Perangkat Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan dan
non perizinan.

Bagian Kedua
Kewajiban Perpajakan

Pasal 3

Pengusaha sebagai pemberi kerja berkewajiban melakukan pemotongan,
pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap komisaris, direksi, manajer,
divisi dan karyawan, yang telah melebihi batas penghasilan Tidak Kena pajak
(PTKP) sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan.

Pembayaran PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan menggunakan NPWP yang terdaftar di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak
yang sesuai dengan tempat kegiatan usaha atau cabang perusahaan di
Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kalimantan Timur.

Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berakhir, setelah pelaksanaan kegiatan usaha, pekerjaan atau pengadaan
barang dan jasa tidak beroperasi lagi.

Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
setelah penghapusan NPWP Cabang.



BAB lli
PENGHAPUSAN NPWP CABANG

Pasal 4

(1) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha, pekeijaan atau pengadaan barang
dan jasa tidak beroperasi lagi, Wajib Pajak Badan atau orang pribadi dapat
mengajukan permohonan penghapusan NPWP Cabang.

(@ Penghapusan NPWP Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Bagi pengusaha yang sudah memperoleh izin, dan belum habis masa berlakunya
masih dapat menggunakan izin dimaksud, dengan ketentuan wajib mendaftarkan
NPWP Cabang, paling lambat 6 (enam) bulan, sejak diberlakukannya Peraturan
Gubemur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2019 Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pit. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BIRO HUKUM,

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
H. SUROTO, SH

HAMMAD T3AN PEMBINA UTAMA MUDA
MU SA ! NIP. 19620527 198503 1006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 56.



